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KATA PENGANTAR

Berdasarkan Tap. MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan
Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah mengamanatkan agar setiap unit kerja instansi pemerintah mulai
eselon Il ke atas menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Instansi pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan negara wajib
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta
kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan
kepadanya berdasarkan perencanaan stratejik yang dirumuskan sebelumnya
melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang

dilaksanakan secara periodik.

Sebagai implementasi dari Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah diterbitkan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29
tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman ini dapat dipergunakan
sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun dokumen
Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang

bersangkutan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
tahun 2012 ini, dimaksudkan sebagai gambaran tolok ukur keberhasilan
kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi selama tahun anggaran 2012. Disamping itu sebagai salah satu



perwujudan pertanggungjawaban atas hasil pelaksanaan tugas dalam tahun
2012 dan sebagai gambaran dan penilaian secara menyeluruh atas

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Dengan telah disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2012 ini, diharapkan akan bermanfaat dan
dapat memberikan umpan balik (feedback) bagi pimpinan Direktorat Jenderal

Perhubungan Laut dalam pengambilan keputusan lebih lanjut.

Jakarta, Maret 2013

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Capt. BOBBY R. MAMAHIT
Pembina Utama (1V/e)
NIP. 19560912 198503 1 002
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LAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2012

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pertanggungjawaban kegiatan pemerintahan dan pembangunan di masa
datang yang lalu lebih difokuskan pada pertanggungjawaban keuangan.
Pengalaman menunjukkan bahwa banyak kegiatan pemerintahan dan
pembangunan yang pertanggungjawaban keuangannya diterima tanpa syarat,
ternyata di kemudian hari hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat
pada umumnya, baik dilihat dari hasil maupun dampak dari kegiatan tersebut.
Menyadari kekeliruan dimasa yang lalu dan dalam rangka meningkatkan
pelaksanaan pemerintahan agar lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
bertanggungjawab, serta sebagai upaya mewujudkan good governance, telah
dikeluarkan Instruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999 tersebut
mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan akuntabilitas
kinerjanya dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan
organisasi.

Sebagai implementasi dari Instruksi Presiden Rl Nomor 7 Tahun 1999
telah diterbitkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
689/JX/6/Y/1 999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi
Pemerintah, pada tahun 2002 yang kemudian disempurnakan lagi menjadi
Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/1X/6/8/2003
tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi

Pemerintah.
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LAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2012

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 disusun
sebagai gambaran tolok ukur keberhasilan/kinerja Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun
anggaran 2012.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut pada dasamya mencoba mengkomunikasikan pencapaian
kinerja dikaitkan dengan sejauh mana organisasi telah melakukan upaya-upaya
stratejik dan operasional di dalam mencapai tujuan/sasaran stratejiknya dalam
kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan. Visi dan misi organisasi
serta tujuan stratejik organisasi telah diformalkan di dalam suatu Rencana
Stratejik yang memiliki rentang waktu 5 tahun. Kemudian untuk capaian yang
harus dipenuhi setiap tahunnya dalam periode 5 tahun tersebut, di dalam
Rencana Stratejik ditetapkan sejumlah Sasaran Stratejik. Pemenuhan atas
sasaran stratejik ini setiap tahunnya akan berakumulasi pada pencapaian tujuan
stratejik organisasi di akhir tahun kelima. Alur pikimya adalah apabila tujuan
stratejik organisasi telah dipenuhi maka organisasi tersebut dapat dipersiapkan
telah memenuhi visi dan misinya.

Dasar Hukum Pelaksanaan LAKIP adalah sebagai berikut:

1. UU No0.28/1999: Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme;

2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional serta berbagai peraturan perundangan lainnya dan
berbagai peraturan turunannya;

4. Inpres No. 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Peraturan ini mengamanatkan agar setiap unit kerja instansi pemerintah
mulai eselon 1l ke atas menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah;

BablPendahuluan 1-2
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Inpres No. 5/2004: Percepatan Pemberantasan Korupsi;

Inpres ini  mengamanatkan Kementerian PAN dan RB untuk
mengkoordinasikan pelaksanaannya di berbagai instansi pemerintah.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan ini mewajibkan setiap instansi pemerintah baik di pusat maupun
daerah menyusun suatu laporan keuangan dan laporan Kkinerja yang
terintegrasi dengan berbagai sistem manajemen pemerintahan lainnya;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP)

Peraturan ini mengamanatkan Kementerian PAN dan RB untuk
mengoordinasikan pelaksanaannya di berbagai instansi pemerintah;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pedoman ini dapat dipergunakan sebagai acuan bagi setiap instansi
pemerintah dalam menyusun dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi yang bersangkutan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun

2012 disusun sebagai salah satu perwujudan pertanggungjawaban atas hasil

pelaksanaan tugas dalam tahun 2012. Disamping sebagai bentuk pelaksanaan

Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dimaksudkan untuk mendorong terciptanya

akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai

salah satu syarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Tujuan yang hendak dicapai adalah:

BablPendahuluan 1-3



LAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2012

1. Menjadikan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai instansi
pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien,
efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;

2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;

3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
nasional;

4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

1.3. RUANG LINGKUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ini
mencakup pelaksanaan tugas administrasi dan teknis penyelenggaraan
transportasi laut selama periode tahun anggaran 2012 yaitu sampai dengan

posisi 31 Desember 2012.

1.4 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DITJEN

HUBLA
Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Perhubungan No. KM 60 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, struktur

organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut digambarkan sebagai berikut:

Babl/Pendahuluan |1-4



STRUKTUR ORGANISASI

LAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2012

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
(KM. 60 TAHUN 2010)
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LAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2012

1.4.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut setelah Reformasi Kelembagaan

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
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SESIEN HUB IRJIENHUB
DITIEN - DITIEMN DIRJENHUBLA BADAN-BADAN
SEKDITIENHUBLA
DIREKTORAT
pcmar | | e | | ORI~ AT g rpng SYAH OTORITAS areL || xaveer |[orsvav
& ANGKUTAN PENGERUKAN & KENAVIGASTAN peENMAGAAN || BAVDAR || PELABUHAN KELAS KELAS KELAS
LAUT KEPELAUTAN LAUT DAN UTAMA | eseron im ! : !
PANTAL 4 LDEAST ESELON IL/h FSELON IL'D
™
Eﬁl.fx :51‘; = 9lOKkAsl  1LDEAS] ©oriOn IL/b
ADPEL 0 2
Kis 11, [T IVEV
ESELOM ITI/aBIV/a ESELON I11/a
S5LDKAST 1LDEAS] ESELION TiL/a
ESELON [1/as/dI¥/b ESELON I11/af HIL/b,
B2 LOEASI ESELON “msm w.lfb 14 LOKAS] I LDEAST
UFPEELAST: 5 LOKAS]
UPPEELASII: 20L0KAST
UPPEELAS IIT: 161 LOKAST
BablPendahuluan I1-5

@l



LAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2011

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL

PERHUBUNGAN LAUT

DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGANLAUT
SEKRETARIATDIREKTORAT
JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
|
[ | [ ]
BAGIAN
poi L] s L) ooty
PERENCANAAY KEUANGAN HUKUM KEPEGAWALAN DAN
UMUM
DIREKTORAT LALU DIREKTORAT DIREKTORA DIREKTORAT
LINTAS DAN PELABUAN DAN sl DIREKTORAT KESATUAN
ANGKUTAN LAUT PENGERUKAN i KENAVIG ASIAY PENJAGAAN LAUT
AN PAVTA

1.4.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Ditjen Hubla

a. Tugas Pokok Ditjen Hubla

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 60 Tahun 2010 tentang

Organisasi

dan Tata

Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal

Perhubungan Laut menyelenggarakan sebagian tugas pokok Kementerian

Perhubungan, dan merumuskan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang

perhubungan

laut

Perhubungan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri

BablPendahuluan
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LAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2012

b. Fungsi Ditjen Hubla

1) Penyiapan perumusan kebijakan Departemen Perhubungan di bidang lalu
lintas dan angkutan laut, pelabuhan dan pengerukan, perkapalan dan
kepelautan, kenavigasian serta kesatuan penjagaan laut dan pantai;

2) Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan laut, pelabuhan dan
pengerukan, perkapalan dan kepelautan, kenavigasian serta kesatuan
penjagaan laut dan pantai;

3) Perumusan standar, norma, pedoman, Kkriteria dan prosedur di bidang
perhubungan laut:

4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;

5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

C. Susunan Organisasi Ditjen Hubla

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri dari :

1
2)
3)
4)
5)
6)

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan;

Direktorat Perkapalan dan Kepelautan;

Direktorat Kenavigasian;

Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai

1) Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

a) Tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di
lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

BablPendahuluan 1-7



LAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2012

b) Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

1) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana dan program, statistik
serta bimbingan pelaksanaan program organisasi, sistem dan prosedur
kerja;

2) Pengelolaan urusan keuangan dan inventarisasi kekayaan milik negara;

3) Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian
pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unit serta pelaksanaan
hubungan kerjasama luar negeri dan hubungan masyarakat;

4) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan pengelolaan
perlengkapan serta urusan kepegawaian.

5) Penelaahan, evaluasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut

hasil pemeriksaan fungsional dan laporan masyarakat.

c) Susunan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri dari:

Bagian Perencanaan;

a.
b. Bagian Keuangan;

o

Bagian Hukum;

d. Bagian Kepegawaian dan Umum.

a. Bagian Perencanaan
1) Tugas Bagian Perencanaan
Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

bahan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran,
perumusan kebijakan, penataan organisasi dan tata laksana serta

evaluasi dan pelaporan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

BablPendahuluan 1-8



LAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2012

2) Fungsi Bagian Perencanaan

a.

Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana,
perumusan bahan kebijakan, pengumpulan dan pengolahan data
dan informasi, hubungan antar lembaga, penyusunan pedoman,
standar dan rencana usaha kemitraan;

Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program
dan anggaran, rancangan rencana kerja (RENJA), rencana kerja
dan anggaran (RKA), konsep dokumen pelaksanaan anggaran,
serta penyusunan program kerja sama teknik dan
pinjaman/hibah luar negeri.

Pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan dan penataan
organisasi dan tata laksana, penyiapan bahan koordinasi
kebijakan dan penetapan tarif, penyusunan rencana dan evaluasi
kinerja serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan

program di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

b. Bagian Keuangan

1) Tugas Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

keuangan dan inventarisasi barang inventaris milik/kekayaan negara

di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

2) Fungsi Bagian Keuangan

a.

Pelaksanaan penyiapan proses pengesahan konsep dokumen
pelaksanaan anggaran menjadi dokumen pelaksanaan anggaran,
penyusunan rencana dan administrasi pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja, revisi anggaran dan pemantauan

anggaran serta penyiapan petunjuk pelaksanaan anggaran;

Bab/Pendahuluan
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LAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2012

Pelaksanaan dan penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan
dan tata wusaha keuangan, pemantauan, penilaian dan
penyusunan laporan realisasi anggaran dan neraca, serta tindak
lanjut penyelesaian temuan dan pemantauan laporan hasil
pemeriksaan aparat pengawas;

Pelaksanaan verifikasi, pembukuan dan perhitungan anggaran,
penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan administrasi
perlengkapan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan (TP) dan

tuntutan ganti rugi (TGR).

c. Bagian Hukum

1) Tugas Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan telaahan

hukum dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan,

pelaksanaan bantuan dan penyuluhan hukum serta urusan

kerjasama luar negeri dan hubungan masyarakat.

2) Fungsi Bagian Hukum

a.

Penyiapan telahaan dan penyusunan rancangan peraturan
perundang-undangan;

Pelaksanaan bantuan hukum dan penyuluhan peraturan
perundang-undangan serta dokumentasi hukum;

Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan penyiapan bahan
pertimbangan urusan kerjasama luar negeri di bidang
perhubungan laut.

Bab/Pendahuluan
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LAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2012

d. Bagian Kepegawaian dan Umum

1) Tugas Bagian Kepegawaian dan Umu

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan

urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga di lingkungan

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

2) Fungsi Bagian Kepegawaian dan Umum

a. Penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan karir pegawai
dan pengelolaan basis data kepegawaian serta analisis
kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai;

b. Pelaksanaan urusan mutasi, kesejahteraan dan disiplin pegawai;

c. Pelaksanaan wurusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan

keprotokolan.

2) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
a) Tugas Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan
prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan dibidang lalu lintas dan
angkutan laut dalam negeri, luar negeri, angkutan laut khusus,
pengembangan usaha angkutan laut serta pengembangan sistem dan

informasi angkutan laut.
b) Fungsi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang tarif angkutan laut, angkutan
laut dalam negeri dan luar negeri, angkutan laut khusus, pengembangan
usaha angkutan laut dan penunjang angkutan laut, pengembangan sistem

dan informasi angkutan laut;
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b. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang
tarif angkutan laut dalam negeri dan luar negeri, angkutan laut khusus,
pengembangan usaha angkutan laut dan penunjang angkutan laut,
pengembangan sistem dan informasi angkutan laut;

c. Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang tarif
angkutan laut dalam negeri dan luar negeri, angkutan laut khusus,
pengembangan usaha angkutan laut dan penunjang angkutan laut,
pengembangan sistem dan informasi angkutan laut;

d. Penyiapan pemberian perijinan penyelenggaraan usaha pelayaran antar
propinsi dan atau internasional dan ijin operasi angkutan laut khusus serta
penetapan syarat bendera kapal asing yang beroperasi di perairan
Indonesia dan persyaratan agen umum dan perwakikan perusahaan
pelayaran asing;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tarif angkutan laut dalam
negeri dan luar negeri, angkutan laut khusus, pengembangan usaha
angkutan laut dan penunjang angkutan laut, pengembangan sistem dan
informasi angkutan laut;

f. Pelaksanaan wurusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga
Direktorat.

3) Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan
a) Tugas Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan

Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan Kkebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan
prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang
pengembangan pelabuhan dan perancangan fasilitas pelabuhan, pengerukan
dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, bimbingan pelayanan jasa

dan operasional pelabuhan.
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b) Fungsi Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan pelabuhan dan
perancangan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan
dan penundaan kapal, bimbingan pelayanan jasa dan operasional
pelabuhan;

b. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang
pengembangan pelabuhan dan perancangan fasilitas pelabuhan,
pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, bimbingan
pelayanan jasa dan operasional pelabuhan;

c. Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang
pengembangan pelabuhan dan perancangan fasilitas pelabuhan,
pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, bimbingan
pelayanan jasa dan operasional pelabuhan;

d. Penyiapan pemberian perijinan dan standarisasi penyelenggaraan
pengembangan pelabuhan dan perancangan fasilitas pelabuhan,
pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, bimbingan
pelayanan jasa dan operasional pelabuhan;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pelabuhan
dan perancangan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi,
pemanduan dan penundaan kapal, bimbingan pelayanan jasa dan
operasional pelabuhan;

f. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga

Direktorat.

4) Direktorat Perkapalan dan Kepelautan

a) Tugas Direktorat Perkapalan dan Kepelautan
Direktorat perkapalan dan Kepelautan mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan
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prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan
kapal, pengukuran, pendaftaran dan kebangsaan kapal, nautis, teknis dan

radio kapal, pencemaran dan manajemen keselamatan kapal dan kepelautan.

b) Fungsi Direktorat Perkapalan dan Kepelautan

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rancang bangun dan kelaikan
kapal, pengukuran, pendaftaran dan kebangsaan kapal, nautis, teknis dan
radio kapal, pencemaran dan manajemen keselamatan kapal, pembersihan
tangki kapal (Tank Cleaning), perbaikan dan pemeliharan (Flooting and
Running Repair) kapal, penetapan standar, pengujian dan sertifikasi
kepelautan;

b. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang
rancang bangun dan kelaikan kapal, pengukuran, pendaftaran dan
kebangsaan kapal, nautis, teknis dan radio kapal, pencemaran dan
manajemen keselamatan kapal, pembersihan tangki kapal (Tank Cleaning),
perbaikan dan pemeliharan (Flooting and Running Repair) kapal, penetapan
standar, pengujian dan sertifikasi kepelautan;

c. Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang rancang
bangun dan kelaikan kapal, pengukuran, pendaftaran dan kebangsaan
kapal, nautis, teknis dan radio kapal, pencemaran dan manajemen
keselamatan kapal, pembersihan tangki kapal (Tank Cleaning), perbaikan
dan pemeliharan (Flooting and Running Repair) kapal, penetapan standar,
pengujian dan sertifikasi kepelautan;

d. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari
kapal, kepelautan, manajemen keselamatan kapal (ISM Code), surat ukur
kapal dan surat tanda kebangsaan kapal dalam rangka penyelenggaraan

kelaiklautan kapal dan daftar riwayat kapal (Continuous Synopsis Record);
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e. Pengesahan gambar rancang bangun kapal, perhitungan stabilitas kapal,

lambung timbul kapal, daftar ukur kapal, pencegahan pencemaran kapal,
program lembaga pendidikan dan pelatihan kepelautan, sertifikat
kepelautan dan panduan muatan dalam rangka pemenuhan persyaratan
kelaiklautan kapal;

Penerbitan surat persetujuan penggunaan/penggantian nama kapal, surat
penetapan, tanda panggilan (call sign) kapal, surat keterangan status

hukum kapal dan surat keterangan penghapusan kapal dari pendaftaran;

. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun kapal dan

sertifikasi kapal, standar pengujian dan sertifikasi kepelautan, pengawakan
kapal dan dokumen pelaut, keselamatan kapal dan manajemen
keselamatan kapal, pengukuran dan surat ukur kapal, pendaftaran dan
tanda kebangsaan kapal, jaminan ganti rugi pencemaran laut oleh minyak

dari kapal;

. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga

Direktorat.

5) Direktorat Kenavigasian

a) Tugas Direktorat Kenavigasian
Direktorat Kenavigasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta
bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang perambuan,
telekomunikasi pelayaran, kapal negara, pangkalan kenavigasian serta
sarana dan prasarana kenavigasian.
b) Fungsi Direktorat Kenavigasian
a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perambuan, telekomunikasi
pelayaran, kapal negara dan pangkalan kenavigasian, sarana dan
prasarana kenavigasian;
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b. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang
perambuan, telekomunikasi pelayaran, kapal negara dan pangkalan
kenavigasian, sarana dan prasarana kenavigasian;

c. Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang
perambuan, telekomunikasi pelayaran, kapal negara dan pangkalan
kenavigasian, sarana dan prasarana kenavigasian;

d. Penyiapan pemberian perijinan dan pelayanan dalam penyelenggaraan
perambuan dan telekomunikasi pelayaran;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perambuan,
telekomunikasi pelayaran, kapal negara dan pangkalan kenavigasian,
sarana dan prasarana kenavigasian;

f. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga
Direktorat.

6) Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai

a)

Tugas Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai

Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman,
kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di
bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan penyidikan
pegawai negeri sipil, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan

pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai.

b) Fungsi Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang patroli dan pengamanan,
pengawasan keselamatan dan penyidikan pegawai negeri sipil, tertib
pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana

dan prasarana penjagaan laut dan pantai;
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Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang
patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan penyidikan
pegawai negeri sipil, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan
pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai;
Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang patroli
dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan penyidikan pegawai
negeri sipil, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan
bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai;

Penyiapan pelaksanaan di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan
keselamatan dan penyidikan pegawai negeri sipil, tertib pelayaran,
penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan
prasarana penjagaan laut dan pantai;

Pembinaan teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
serta penyusunan dan pemberian kualifikasi teknis sumber daya manusia
di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan
penyidikan pegawai negeri sipil, tertib pelayaran, penanggulangan
musibah dan pekerjaan bawah air dan pemberian perijinan;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang patroli dan pengamanan,
pengawasan keselamatan dan penyidikan pegawai negeri sipil, tertib
pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana
dan prasarana penjagaan laut dan pantai;

Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga

Direktorat.

7) Tugas dan Fungsi kelembagaan baru di lingkungan Ditjen Hubla

a) Otoritas Pelabuhan
Otoritas Pelabuhan mempunyai Fungsi sebagai pengaturan dan pembinaan,
pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan
secara komersial dengan beberapa tugas sebagai berikut:
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b) Syahbandar

Syahbandar mempunyai Fungsi sebagai pelaksanaan, pengawasan dan
penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan
perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan dengan beberapa tugas

sebagai berikut:
c) Unit Penyelenggara Pelabuhan

Unit Penyelenggara Pelabuhan mempunyai Fungsi sebagai Pengaturan,
pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian
pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan

secara komersial
d) Sea and Coast Guard

Sea and Coast Guard mempunyai Fungsi sebagai Penjagaan dan penegakan

peraturan perundang-undangan di laut dan pantai
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KEGIATAN (69)

— _'_H’-F’-F---
PEMERINTAHAN (80/1) PENGUSAHAAN

Badan Usaha

KESELAMATAN & Pelabuhan (BUP)
KEAMANAN
PELAYARAN

Tugas & Tanggung jawab (83/1):

- Menyediakan Tanah & perairan

- Menyediakan dan memelihara Penahan gelombang,
kolam, alur,jalan, SBNP

- Menjamin Keamanan & ketertiban

- Menjamin dan memelihara Lingkungan

- Menyusun RIP, DLKR, DLKP

- Mengusulkan Tarif: tanah, faspel, jasa
kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Otoritas
Pelabuhan

- Menjamin kelancaran arus barang

- Jasayg tidak disediakan BUP (83/2)

Peran (82/4): memberi konsesi/ Wewenang (84)

persewaan lahan, gudang, penumpukan | - Tanah & perairan

ke BUP: - DLKR, DLKP

- Perjanjian (82/4) - Pemanduan

- Pendapatan Negara (82/5) - Standard kinerja

Diberi HPL tanah & perairan

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut - Departemen Perhubungan
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BAB Il
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
DITJEN HUBLA TAHUN 2012

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

2.1.1 REVIEW RENSTRA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2010 -
2014

Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perhubungan Tahun 2010 — 2014
disusun atas dasar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2010 - 2014 yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program pembangunan
Kementerian Perhubungan pada tahun 2010 sampai dengan 2014. Dalam rangka
penyempurnaan RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun 2010 — 2014, pada tahun
2012, Kementerian Perhubungan telah melakukan Review RENSTRA Kementerian
Perhubungan Tahun 2010 - 2014 yang ditetapkan dalam Kp. 1134 tahun 2012
tanggal 7 Desember 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor KM. 7 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan
Tahun 2010 — 2014.

Review Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perhubungan Tahun 2010 —
2014 memberikan gambaran tentang Visi, misi, tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan
dan Program Kementerian Perhubungan dalam kurun waktu 2010 — 2014. Beberapa

perubahan yang terdapat pada Review RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun
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